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IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN RESIKO
PENANGKAPAN IKAN, PEMBUDIDAYA IKAN, DAN USAHA
PERGARAMAN DI KOTA SIBOLGA.

TIARA NANDA UTAMI
2103100013

ABSTRAK

Undang-Undang No 7 Tahun 2016 merupakan salah satu dasar kebijakan untuk
mengatur tentang perlindungan jaminan resiko penangkapan ikan, pembudidaya
ikan, dan usaha pergaraman di Indonesia agar terhindar dari kerugian yang bisa saja
dialami akibat resiko pekerjaan. Kota Sibolga merupakan kota yang sebagian besar
penduduknya adalah nelayan. Nelayan adalah golongan masyarakat yang
menggantungkan hidupnya pada perikanan tangkap dan budidaya, nelayan sangat
bergantung pada hasil sumber daya laut untuk melangsungkan kehidupan
keluarganya. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana implementasi
kebijakan jaminan resiko penangkapan ikan, pembudidaya ikan, dan usaha
pergaraman di Kota Sibolga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
implementasi kebijakan jaminan resiko penangkapan ikan, pembudidaya ikan, dan
usaha pergaraman di Kota Sibolga. Dalam penelitian ini menggunakan metode
deskriptif dengan pendekatan kualitatif, data yang diperoleh yaitu data primer
dengan melakukan wawancara, dan data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku-
buku, dan kepustakaan. Teknik analisa dengan tahap reduksi data, tahap penyajian
dan tahap kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini implementasi kebijakan telah
berjalan, namun belum sepenuhnya efektif, masih terdapat kendala seperti
kurangnya kesadaran dan pengetahuan nelayan serta pembudidaya ikan mengenai
jaminan risiko pekerjaan.

Kata Kunci: Undang-Undang, Implementasi, BPJS Ketenagakerjaan
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas, dengan
70% wilayah Indonesia merupakan perairan maritim dan 30% berupa daratan.
Menjadikan negara tersebut memiliki potensi kekayaan sumber daya kelautan yang
melimpah, seperti kekayaan pada bidang penangkapan ikan. Salah satu kebijakan
sebagai wujud keperdulian negara untuk mensejahterakan penangkapan ikan, telah
disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan
Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya lkan, Dan Petambak Garam. Undang-
Undang tersebut ditanggapi oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan yang
Kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Jaminan Atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan,
Dan Petambak Garam.

Undang-Undang tersebut dijadikan dasar yang jelas untuk mengatur
perlindungan bagi nelayan yang ada di Indonesia agar terhindar dari kerugian yang
bisa saja dialami oleh resiko pekerjaan. Kota Sibolga merupakan kota yang
sebagian besar penduduknya adalah nelayan. Nelayan adalah golongan masyarakat
yang menggantungkan hidupnya pada perikanan tangkap dan budidaya, nelayan
sangat bergantung pada hasil sumber daya laut untuk melangsungkan kehidupan
keluarganya. Mengadu nasib menjadi seorang nelayan tentu merupakan pekerjaan
yang memiliki resiko tinggi, seperti bersentuhan langsung dengan gelombang air

laut, serta kejadian-kejadian yang dapat merugikan lainnya. Terkait dengan



Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 pada pasal 30 tentang jaminan resiko

penangkapan ikan, pembudidaya ikan, dan usaha pergaraman yang berbunyi:

(1)

(@)

(3)

(4)

()

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya

memberikan perlindungan kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak

garam atas resiko yang dihadapi saat melakukan penangkapan ikan,

pembudidaya ikan, dan usaha pergaraman.

Resiko yang dihadapai nelayan, penangkapan ikan, pembudidaya ikan, dan

petambak garam sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan, pembudidaya ikan, dan
usaha pergaraman;

b. Kecelakan kerja atau kehilangan jiwa bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan
usaha pergaraman;

c. Jenis resiko lain yang diatur dengan Perturan Menteri.

Penyebab resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Bencana alam;

b. Wabah penyakit ikan;

c. Dampak perubahan iklim; atau

d. Pencemaran.

Perlindungan atas resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk

sarana penangkapan ikan dan pembudidaya ikan dan untuk jenis resiko lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ diberikan dalam bentuk asuransi

perikanan.

Perlindungan atas resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ¢



untuk usaha pergaraman diberikan dalam bentuk asuransi pergaraman.

(6) Perlindungan atas resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
diberikan dalam bentuk:

a. Asuransi perikanan, atau asuransi pergaraman untuk kecelakan kerja; atau

b. Asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dari jaminan resiko
penangkapan ikan, pembudidaya ikan, dan usaha pergaraman diatas, nelayan yang
hendak di asuransikan, maka perlu adanya perusahaan asuransi yang di percaya
melaksanakan kegiatan asuransi tersebut, untuk wilayah Sibolga, pelaksanaan
program perlindungan ini diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Keseluruhan program yang direncanakan oleh pemerintah dalam hal ini
Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan upaya mensejaterakan nelayan
yang sudah selayaknya di apresiasi dengan baik. Namun, persoalan lain muncul,
bahwa tidak semua nelayan mendapatkan jaminan resiko pekerjaan dari pemerintah
dan belum berjalan maksimal. Ada beberapa hal yang menyangkut situasi berikut,
yaitu:

a. Banyak nelayan memiliki ekonomi rendah,

b. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman, tidak semua nelayan paham manfaat
dan mekanisme asuransi dengan baik, kurangnya sosialisasi yang efektif
sering kali menjadi penghalang utama dalam partisipasi masyarakat.

Pekerjaan seperti nelayan dan budidaya ikan sudah seharusnya mendapatkan
sebuah perhatian khusus dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk

mendapatkan sebuah perlindungan, karena keberadaan nelayan merupakan sumber



dari kebutuhan masyarakat. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah
dipaparkan, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:
“Implementasi Kebijakan Jaminan Resiko Penangkapan Ikan, Pembudidaya

Ikan, Dan Usaha Pergaraman Di Kota Sibolga”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka yang menjadi
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan
jaminan resiko penangkapan ikan, pembudidaya ikan, dan usaha pergaraman di

Kota Sibolga?

1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi
kebijakan jaminan resiko penangkapan ikan, pembudidaya ikan, dan usaha

pergaraman di Kota Sibolga.

1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian adalah:
1. Secara aspek teoritis, bermanfaat bagi peneliti untuk melatih dan
mengembangkan kemampuan penulisan karya ilmiah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

masukan bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya.



1.5 Sistematika Penulisan

BAB |

BAB 11

BAB Il

BAB IV

BAB V

PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika
penulisan.

URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini menguraikan tentang teori-teori yang melandasi
penelitian, yang akan menguraikan implementasi, model
implementasi, kebijakan publik, tahap-tahap kebijakan publik,
uraian jaminan resiko penangkapan ikan, pembudidaya ikan, dan
usaha pergaraman.

METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang jenis penelitian, kerangka konsep,
definisi konsep, kategorisasi, informan atau narasumber, teknik
pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu
penelitian, deskripsi ringkas objek penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang hasil pengamatan dari
jawaban narasumber-narasumber dan pembahasan.

PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan simpulan dan saran



BAB Il

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi

Menurut Usman dalam Sapitri (2020) implementasi adalah bermuara pada
aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan
sekedar aktivitas saja, melainkan sesuatu kegiatan yang terencana dan untuk

mencapai suatu tujuan kegiatan yang telah direncakan.

Patton dan Sawicki dalam Suprapto (2019) implementasi merupakan
seperangkat permainan dimana banyak aktor melakukan manuver tertentu untuk
memperoleh apa yang mereka inginkan. Biasanya digunakan metode permainan
(game) sebagai upaya memperoleh sumber daya kebijakan, seperti mekanisme
monitoring, renegosiasi sasaran yang telah di rumuskan setelah program berjalan
dan atau dengan jalan menambah berbagai elemen baru dari program yang telah ada
selama ini. Wahab dalam Amrizal (2022) implementasi adalah tindakan-tindakan
yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabar kelompok-kelompok pemerintah
atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan

dalam keputusan kebijakan.

Dari ketiga penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi
merupakan proses yang dinamis dan kompleks, proses ini melibatkan berbagai
aktor, kepentingan, dan konteks yang berbeda-beda. Oleh karena itu, keberhasilan
implementasi sangat tergantung pada bagaimana berbagai pihak dapat bekerja sama

dalam mengatasi berbagai tantangan yang muncul selama proses implementasi.



2.2 Model Implementasi

Jan Merse dalam Pramono (2020) menjabarkan bahwasanya teori

implementasi kebijakan akan sukses jika menerapkan 4 faktor:

a.

Isi kebijakan

Isi kebijakan harus jelas, tegas, dan mengakomodasi berbagai kepentingan
stakeholder. Ketidakjelasan tujuan kebijakan dapat menghambat implementasi
serta isi kebijakan yang tidak tepat atau kurang tegas dapat menyebabkan
masalah dalam pelaksanaan.

Pembagian potensi

Pembagian potensi melibatkan kerja sama intensif antara berbagai pemangku
kepentingan seperti sektor pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat.
Koordinasi perlu dilakukan karena setiap pemangku kepentingan mempunyai
keperluan dan tujuan berbeda.

Informasi

Informasi yang akurat, disampaikan tepat waktu, dan relavan merupakan kunci
untuk memastikan keberhasilan dan efektivitas kebijakan serta kegiatan
apapun. Informasi yang baik memungkinkan para pelaku dapat memahami

dengan baik isi kebijakan tujuan yang telah dirancang, serta kelompok sasaran.

Dukungan masyarakat

Dukungan masyarakat menjadi salah satu hal yang penting pada proses
implementasi, hal ini disebabkan dukungan masyarakat baik fisik maupun non-
fisik mempengaruhi keberhasilan implementasi.

Berdasarkan penjelasan, model implementasi kebijakan penelitian ini akan



berfokus pada model Jan Merse dikarenakan kesesuaiannya dengan fokus

penelitian.

2.3 Kebijakan Publik

Menurut Edwards 11l dan Sharkansky dalam Rizky Dan Mahardika (2023)
kebijakan publik merupakan apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak
dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam Peraturan Perundang-
Undangan atau dalam policy statement yang berbentuk pidato-pidato dan wacana
yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera

ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah.

Woll dalam Agustina (2024) mengemukakan bahwa kebijakan publik
merupakan sejumlah kegiatan pemerintah dalam memecahkan suatu masalah dalam
masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui berbagai lembaga yang

mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Udoji dalam Abdoellah (2016) mendefinisikan public policy sebagai suatu
tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada
suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang

mempengaruhi sebagian besar masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai
tindakan atau serangkaian yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-
masalah sosial atau mencapai tujuan tertentu. Tindakan ini berupa Peraturan

Perundang-Undangan, policy statement, dan program-program pemerintah lainnya.



2.4 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Adapun tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan menurut Dunn dalam

Rokim (2019) adalah sebagai berikut:

a.

Fase Penyusunan Agenda (agenda setting)

Penyusunan agenda merupakan sebuah proses yang sangat strategis dalam
realitas mengatur kebijakan publik. Di sini para pejabat yang dipilih dan di
angkat menempatkan masalah kebijakan pada agenda publik.

Fase formulasi kebijakan (Policy Formulation)

Formulasi kebijakan merupakan masalah yang sudah masuk dalam agenda
kebijakan kemudian dibahas oleh para pejabat pembuat kebijakan, setelah itu
masalah didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah terbaik.

Adopsi kebijakan (Policy Adoption)

Di sini alternatif kebijakan dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari
mayoritas dan/atau konsensus kelembagaan.

Implementasi kebijakan (Policy Implementation)

Di sini kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi
dengan memobilisir sumber daya yang dimilikinya, terutama finansial dan
manusia.

Penilaian kebijakan (Policy Assesment)

Di sini unit-unit pemeriksaan dan akuntansi menilai apakah lembaga pembuat
kebijakan dan pelaksana kebijakan telah memenuhi persyaratan pembuatan

kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditentukan.
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2.5 Pengertian Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Usaha Pergaraman
Dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016

pada BAB | Pasal 1 ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan nelayan, pembudidaya ikan, dan pertambak garam dalam
menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan atau usaha
pergaraman.

2. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan
penangkapan ikan.

3. Nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal
penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran
paling besar 10 (sepuluh) Gros Ton (GT).

4. Nelayan tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di
perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan
secara turun-temurun sesuai dengan bdudaya dan kearifan lokal.

5. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang
tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan
asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan
kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani,
mengolah, dan/ atau mengawetkannya.

6. Pembudi daya ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan
pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.

7. Pembudi daya ikan kecil adalah pembudi daya ikan yang melakukan



10.

11.

12.

13.

14.
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pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/
atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang
terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,
mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau
mengawetkannya.

Petambak garam adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha
pergaraman.

Petambak garam Kkecil adalah petambak garam yang melakukan usaha
pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima)
hektare, dan perebus garam.

Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis
perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan,
dan pemasaran.

Usaha pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis
pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pasca produksi, pengolahan,
dan pemasaran.

Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dan
nelayan, pembudidaya ikan, serta petambak garam sebagai tertanggung,
dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan
menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung
atas terjadinya resiko yang dipertanggungkan.

Asuransi perikanan adalah perjanjian antara nelayan atau pembudidaya ikan
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dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan
risiko penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan.

Asuransi pergaraman adalah perjanjian antara petambak garam dan pihak
perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha
pergaraman.

Asuransi jiwa adalah asuransi yang memberikan santunan dalam hal
tertanggung nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam mengalami
kematian akibat kecelakaan kerja.

Risiko adalah ketidakpastian terjadinya suatu peristiwva yang dapat
mengakibatkan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam mengalami
gagal usaha atau kecelakaan dan kematian.

Kementerian adalah Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di
bidang Kelautan Dan Perikanan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Direktur
Jenderal Perikanan Tangkap, dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.
Dinas adalah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Kelautan

dan Perikanan di Provinsi atau Kabupaten/ Kota.

Jaminan Perlindungan Atas Resiko

Pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016 BAB

I1 Jaminan Perlindungan Atas Resiko Pasal 4 berbunyi:

1)

Kementerian dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
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memberikan jaminan perlindungan atas resiko yang dihadapi oleh nelayan,
pembudidaya ikan, dan petambak garam.

(2) Risiko yang dihadapi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Hilangnya atau rusaknya sarana penangkapan ikan, pembudidaya ikan, dan
usaha pergaraman:

b. Kecelakaan kerja atau hilangnya jiwa bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan
pertambak garam; dan

c. Jenis resiko lainnya yang diatur dengan peraturan menteri.

(3) Penyebab resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Bencanaalam;

b. Wabah penyakit ikan;

c. Dampak perubahan iklim; dan/ atau

d. Pencemaran.

2.7 Fasilitasi Pemberian Asuransi Perikanan Dan Asuransi Pergaraman,
Dan Asuransi Jiwa
Pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016 BAB
Il Fasilitasi Pemberian Asuransi Perikanan, Asuransi Pergaraman, Dan Asuransi

Jiwa pada Pasal 9 berbunyi:

(1) Kementerian dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
memfasilitasi setiap Nelayan, Pembudi Daya lkan, dan Petambak Garam

menjadi peserta Asuransi.



(@)

2.8

14

Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;

b. Kemudahan akses terhadap perusahaan Asuransi;

c. Sosialisasi program Asuransi terhadap Nelayan, Pembudi Daya Ikan,
Petambak Garam, dan perusahaan Asuransi; dan/atau

d. Bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, asuransi perikanan, atau asuransi

pergaraman bagi nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudi daya ikan kecil,

dan petambak garam kecil, sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Kriteria Penerima Bantuan Pembayaran Premi Asuransi Perikanan,
Asuransi Pergaraman, Atau Asuransi Jiwa

Pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016 BAB

IV Kriteria Penerima Bantuan Pembayaran Premi Asuransi Perikanan, Asuransi

Pergaraman, Atau Asuransi Jiwa Pasal 12, berbunyi:

(1)

Bantuan pembayaran premi Asuransi Perikanan atau Asuransi Jiwa diberikan
kepada Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional yang memenuhi persyaratan:

a. Memiliki kartu Nelayan;

b. Berusia paling tinggi 65 tahun;

c. Tidak pernah mendapatkan program asuransi dari Kementerian, Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau pernah mendapatkan program

Asuransi dari Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota,
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namun asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis Risiko yang

dijamin berbeda; dan

d. Tidak menggunakan alat penangkapan ikan terlarang.

(2) Bantuan pembayaran premi Asuransi Perikanan atau Asuransi Jiwa diberikan

kepada Pembudi Daya Ikan Kecil yang memenuhi persyaratan:

a. Memiliki kartu Pembudi Daya Ikan Kecil;

b. Berusia paling tinggi 65 tahun;

c. Memiliki Tanda Daftar Usaha Perikanan Budidaya (TDUPB) dari Dinas;

d. Tidak pernah mendapatkan program asuransi dari Kementerian, Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau pernah mendapatkan program
Asuransi dari Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota,
namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis risiko yang

dijamin berbeda;

e. Tidak menggunakan obat-obatan, bahan kimia, bahan biologis yang dilarang;

dan

f. Tidak membudidayakan jenis ikan yang dilarang.

(3) Bantuan pembayaran premi Asuransi Pergaraman atau Asuransi Jiwa diberikan

kepada Petambak Garam Kecil yang memenuhi persyaratan:

a. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);

b. Berusia paling tinggi 65 tahun.
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c. Memiliki surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah yang menerangkan

bahwa yang bersangkutan adalah Petambak Garam Kecil;

d. Tidak pernah mendapatkan program Asuransi dari Kementerian, Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau pernah mendapatkan program
Asuransi dari Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota,
namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis risiko yang

dijamin berbeda; dan

e. Tidak menggunakan bahan adiktif berbahaya.

Pelaksanaan Asuransi Perikanan, Asuransi Pegaraman, Dan Asuransi
Jiwa

Pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016 BAB

V Pelaksanaan Asuransi Perikanan, Asuransi Pegaraman, Dan Asuransi Jiwa Pasal

13, berbunyi:

(1) Pelaksanaan asuransi dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi:

a. Persiapan;

b. Sosialisasi;

c. Pendataan dan verifikasi;

d. Pengusulan calon penerima Asuransi;

e. Validasi.



f. Penetapan penerima Asuransi; dan

g. Pengajuan dan pembayaran klaim.

(2) Fasilitasi pelaksanaan asuransi dilakukan oleh kelompok kerja pusat,

kelompok kerja Provinsi, dan kelompok kerja Kabupaten/Kota.

17



BAB Il1
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah deskriptif,
dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur masalah yang diteliti dengan
pengamatan, wawancara, dengan menggambarkan keadaan objek penelitian saat
sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Menurut Hajar dkk (2022) Analisis ini
digunakan untuk melakukan proses terhadap masalah-masalah sosial yang
mendasar, sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat

keputusan untuk bertindak secara praktis dalam menyelesaikan masalah.

Creswell dalam Rizky (2023) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif
merupakan metode-metode untuk mengeksploritasi dan memahami makna yang
oleh sejumlah individu atau kelompok orang yang dianggap berasal dari masalah
sosial dan kemanusiaan. Sugiyono dalam Izharsyah (2020) pendekatan deskriptif
adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri,
baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau

menghubungkan dengan variabel lain.

3.2 Kerangka Konsep
Menurut Mulyani (2024) kerangka konseptual berfungsi sebagai gambaran
umum tentang hubungan antar variabel-variabel yang digunakan dalam sebuah

penelitian. Dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antar variabel mengenai

18
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implementasi kebijakan jaminan resiko penangkapan ikan, pembudidaya ikan, dan
usaha pergaraman di Kota Sibolga. Adapun kerangka konsep dalam penelitian ini

dapat digambarkan seperti bagan di bawah ini:

4z )

Undang-Undang No 7 Tahun
2016 Tentang Tentang

Perlindungan dan Pelabuhan Perikanan
Pemberdayaan Nelayan, s Nusantara Sibolga
Pembudidaya Ikan Dan

Petambak Garam.

- @ / @

Implementasi kebijakan:

Terwujudnya Peraturan
Jucny 1. Isi kebijakan
Menteri Kelautan Dan . )
. . 2. Pembagian Potensi
Perikanan Republik .
- 3. Informasi
Indonesia. 4. Dukungan Masvarakat

Gambar 3.2 Kerangka Konsep 1

3.3 Definisi Konsep

Tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang
berorientasi pada tujuan definisi konsep merupakan penjabaran tentang kosep-
konsep yang telah dikelompokkan kedalam variabel agar lebih terarah. Definisi
konsep dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan
kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat ditemukan oleh orang
lain keberadaannya. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini, digunakan

konsep-konsep sebagai berikut:
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Implementasi merupakan seperangkat permainan dimana banyak aktor
melakukan manuver tertentu untuk memperoleh apa yang mereka inginkan.
Biasanya digunakan metode permainan (game) sebagai upaya memperoleh
sumber daya kebijakan, seperti mekanisme monitoring, renegosiasi sasaran
yang telah di rumuskan setelah program berjalan dan atau dengan jalan
menambah berbagai elemen baru dari program yang telah ada selama ini.
Kebijakan publik merupakan apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak
dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam Peraturan Perundang-
Undangan atau dalam policy statement yang berbentuk pidato-pidato dan
wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera
ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah.

. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang
tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan
asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan
kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani,
mengolah, dan/ atau mengawetkannya.

. Pembudi daya ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan
pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.

. Usaha pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis
pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pasca produksi, pengolahan,

dan pemasaran.
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3.4 Kategorisasi

Kategorisasi berarti penyusunan kategori yang merupakan salah satu tumpukan
dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar berpikir, intuisi, pendapat, atau
cerita tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel
penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian

pendukung untuk analisis dari variabel tersebut.

Adapun kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

1. Isi Kebijakan
2. Pembagian Potensi
3. Informasi

4. Dukungan Masyarakat.

3.5 Informan/ Narasumber

Untuk melengkapi data yang dibutuhkan, maka peneliti membutuhkan
informan/ narasumber sebagai orang yang akan memberikan informasi yang
dibutuhkan, serta menjalin kerjasama dengan peneliti. Heryana (2018)
mendefinisikan informan adalah sebuah subyek penelitian yang memberikan

informasi mengenai fenomena/ permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga (1 orang)
Nama . Faisal Bahar Aritonang

Umur : 46 Tahun
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Alamat : Komplek PPN Sibolga

Jabatan : Kepala Tim Kerja Kesyahbandaran.

2. Nelayan (1 orang)

Nama : Mustofa Sibuea
Umur : 54 Tahun
Alamat : Pandan

Jabatan : Nelayan Kecil.

3. Pembudidaya Ikan (1 orang)

Nama : Zul Hafdzi

Umur : 34 Tahun

Alamat : Jalan. Sudirman No. 139
Jabatan : Pembudidaya Ikan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Sahir (2022) teknik pengumpulan data merupakan proses dalam sebuah
penelitian dan merupakan bagian yang paling penting. Teknik pengambilan data
harus benar dan sesuai dengan metode agar hasil yang di raih sesuai dengan tujuan
penelitian awal atau hipotesis awal yang sudah ditentukan. Kesalahan dalam
mengumpulkan data akan berakibat pada kesimpulan akhir, penelitian menjadi

tidak relavan dan tentu waktu dan tenaga yang di keluarkan ketika pengumpulan
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data akan sia-sia. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti

adalah sebagai berikut:

1.

3.7

Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh dari sumber langsung yang
dimana peneliti turun ke lapangan atau lokasi untuk mengumpulkan data dan
fakta yang ada tentang masalah yang diteliti. Salah satu cara untuk
mendapatkan data primer ini yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan
kepada informan atau narasumber yang relavan dengan penelitian ini.

Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang diperoleh secara tidak langsung. Dalam
teknik pengumpulan data sekunder ini, terdapat data yang dilakukan berupa

studi kepustakaan, jurnal dan buku-buku.

Teknik Analisa Data

Setelah data dilapangan diperoleh maka langkah selanjutnya adalah analisis

data. Dalam penelitian kualitatif ada beberapa langkah yang dilakukan dalam

menganalisis data. Menurut Miles dan Huberman dalam Harahap (2022) langkah

yang dilakukan untuk menganalisi data kualitatif yaitu:

1.

Tahap Reduksi Data

Pada tahap ini peneliti memutuskan perhatian pada data lapangan yang telah
dikumpulkan. Data lapangan tersebut selanjutnya dipilih untuk menentukan
derajat relavasinya dengan maksud penelitian. Selanjutnya, data yang terpilih

di sederhanakan  dengan mengklasifikasi data atas tema-tema, yaitu
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memadukan data yang tersebar, menelusuri tema untuk merekomendasikan
data tambahan. Kemudian peneliti melakukan abstraksi data tersebut menjadi
uraian singkat atau ringkasan.

Tahap Penyajian Data

Pada tahap ini peneliti melakukan penyajian informasi melalui bentuk teks
naratif terlebih dahulu. Kemudian, peneliti menyajikan informasi hasil
penelitian dalam bentuk uraian singkat.

Tahap Kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti selalu melakukan uji kebenaran dari setiap makna yang
muncul dari data yang dilihat dari klasifikasi data. Di samping menyadarkan
pada klasifikasi data, peneliti juga memfokuskan pada abstraksi data yang
tertuang dalam bagan. Setiap data yang menunjang komponen bagan,
diklasifikasikan kembali, baik dengan informan di lapanga maupun melalui
berbagai diskusi dengan sejawat. Apabila hasil klasifikasi memperkuat
simpulan berdasarkan atas data yang ada, maka pengumpulan data untuk

komponen tersebut siap dihentikan.

Lokasi Dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga

jalan Jenderal Gatot Subroto, Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten

Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Dengan waktu penelitian dari bulan

November 2024 s/d April 2025.
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3.9 Deskripsi Ringkas Lokasi Penelitian

3.9.1 Profil Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga merupakan salah satu prasarana
dalam mencapai tujuan pengembangan perikanan yang berfungsi sebagai pusat
pengembangan masyarakat nelayan, pusat kegiatan ekonomi perikanan (produksi,
pengolahan, dan pemasaran hasil) dan pangkalan armada perikanan. Dalam rangka
menunjang perkembangan perikanan dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di Wilayah Pantai Barat Sumatera Utara, khususnya di wilayah
Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga dan wilayah sekitarnya, maka usaha
yang ditempuh pemerintah cg. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap adalah
melalui Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga yang peresmiannya
oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 21 Juli 1993, dan pengukuhannya sebagai
Pelabuhan Perikanan Nusantara ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri
Pertanian Nomor 684/KPTS/OT 210/10/1993 tanggal 18 Oktober 1993. Pelabuhan

Perikanan Nusantara Sibolga, terletak di :

a. Teluk/Pantai : Teluk Aek Habil

b. Propinsi : Sumatera Utara

c. Kabupaten : Tapanuli Tengah

d. Kecamatan : Sarudik

e. Desa/Kelurahan : Pondok Batu
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Gambar 3.9.1 Peta PPN Sibolga 1

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-
KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan
Perikanan, bahwa pelabuhan perikanan mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumberdaya ikan, serta keselamatan
operasional kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Pelabuhan

Perikanan Nusantara Sibolga, menyelenggarakan fungsinya :

a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta
pelaporan dibidang pelabuhan perikanan;

b. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal
perikanan di pelabuhan perikanan;

c. Pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan

keberangkatan kapal perikanan;
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d. Pelaksanaan pemeriksaan logbook penangkapan ikan;

e. Pelaksanaan pelayanan penerbitan persetujuan berlayar;

f.  Pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;

g. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;

h. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan,
dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;

I.  Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya
ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah
pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran, dan
distribusi hasil perikanan;

J. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha;

k. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;

I.  Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan
yang baik;

m. Pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan
penangkapan ikan;

n. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan; dan

0. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dalam penyelenggaraan fungsi tersebut, dengan memperhatikan kebijakan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), makapelaksanaan tugas dan fungsi
yang menjadi tanggung jawab masing-masing eselon-I lingkup KKP yang berkaitan
dengan kebijakan di daerah secara implisit juga menjadi tugas dan fungsi pelabuhan

perikanan.
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3.9.2  Visi Dan Misi
Visi
Terwujudnya Pembangunan Perikanan Tangkap yang Berdaulat, Mandiri,

Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Nelayan” dengan

penjelasan sebagai berikut:

1. Berdaulat diartikan sebagai kemampuan penuh untuk mengelola dan
memanfaatkan sumber daya perikanan untuk digunakan sebesar-besarnya
dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat demi mewujudkan kedaulatan.

2. Mandiri diartikan sebagai keadaaan untuk dapat berdiri sendiri tanpa
bergantung dengan pihak lain dalam mengelola dan memanfaatkan sumber
daya perikanan yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Berdaya saing diartikan sebagai keunggulan dan kapasitas yang dimiliki
untuk menghadapi persaingan dalam peta kompetisi global dalam
pengelolaan sumber daya perikanan.

4. Berkelanjutan dimaksudkan sebagai upaya untuk mengelola dan
melindungi sumber daya ikan agar dapat dimanfaatkan secara
berkesinambungan oleh generasi saat ini dan generasi mendatang.

5. Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumber daya perikanan adalah
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, khususnya nelayan.

Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengacu pada tugas, fungsi
dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan

serta merupakan penjabaran dari misi pembangunan nasional.
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Misi
Turut serta dalam mewujudkan kedaulatan di laut dengan mengembangkan
kegiatan kegiatan yang mempunyai nilai strategis secara sosial, ekonomi,
budaya, dan pertahanan dan keamanan;
Mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber
daya ikan;
Meningkatkan kapasitas dan daya saing dalam mengelola dan
memanfaatkan sumber daya ikan;
Mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan

Mewujudkan peningkatan kesejahteraan nelayan.

3.9.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :
66/PERMEN KP/2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Perikanan Tangkap, maka Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan
Nusantara Sibolga terdiri dari :

1. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara;
2. Kepala Sub Bagian Umum;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga dapat

dilihat pada gambar berikut ini :
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Gambar 3.9.3 Struktur Organisasi 1
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis menyajikan dan membahas hasil penelitian di Pelabuhan
Perikanan Nusantara Sibolga mengenai implementasi kebijakan jaminan resiko
penangkapan ikan pembudidaya ikan dan usaha pergaraman di Kota Sibolga,
berikut adalah pengumpulan data berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini
dilakukan dengan mewawancarai tiga orang informasi penelitian yaitu satu orang
Kepala Tim Kerja Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga, satu

orang nelayan, dan satu orang pembudidaya ikan.

Wawancara memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan
oleh penulis serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian
ini. Data tersebut berupa jawaban dari pertanyaan mengenai permasalahan
penelitian, setiap pertanyaan yang di ajukan peneliti akan di pergunakan dalam
analisis penelitian pada bab ini. Berikut adalah penyajian data yang telah didapatkan

dari hasil wawancara di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga.

4.1.1 Isi Kebijakan
Isi kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan
Petambak Garam. Undang-Undang ini merupakan upaya pemerintah untuk
memberikan perhatian lebih pada sektor kelautan dan perikanan, khususnya

bagi pelaku utama seperti nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha pergaraman.
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Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Bapak
Faisal Bahar Aritonang selaku Kepala Tim Kerja Kesyahbandaran Pelabuhan
Perikanan Nusantara Sibolga pada Selasa, 25 Februari 2025 pukul 15:39 WIB
beliau mengatakan:

“Implementasi kebijakan ini sudah berjalan tetapi belum 100% berjalan
sempurna, karena masih banyak nelayan, dan pembudiaya ikan, yang belum
mendaftarkan diri dan memiliki asuransi. Ada beberapa faktor penyebabnya
pertama, mungkin soal mendaftarkan diri mereka tidak tahu harus kemana,
padahal kalau mereka datang ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga ini,
segala administrasi di bantu tanpa biaya sedikit pun. Kedua asuransi, ada dua
pilihan pembayaran asuransi yaitu Rp. 16.800,00 untuk mendapatkan jaminan
senilai Rp. 42.000.000,00 dan pembayaran asuransi Rp. 50.000,00 untuk
mendapatkan jaminan senilai Rp. 117.000.000,00. Kalau mereka tidak
mendaftarkan diri bagaimana mereka bisa mendapatkan jaminan resiko
pekerjaan dari pemerintah”.

Dan ia juga menyebutkan hambatan dari implementasi kebijakan ini
kurangnya kesadaran dan pengetahuan dari masyarakat nelayan,
pembudidaya ikan, dan usaha pergaraman terhadap pentingnya jaminan
resiko pekerjaan. Banyak nelayan yang tidak memahami secara jelas tentang
kebijakan jaminan risiko, termasuk hak dan kewajiban mereka. Hal ini
menyebabkan ketidakpuasan dan kebingungan mengenai manfaat yang
seharusnya mereka terima.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Mustafa Sibuea sebagai nelayan
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yang ada di Kota Sibolga pada Senin, 24 Februari 2025 pukul 15:12 WIB
beliau mengatakan implementasi kebijakan jaminan resiko nelayan kurang
efektif, karena setiap pengurusan yang telah dilakukan tidak sesuai dengan
yang di terangkan pemerintah”.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Zul Hafdzi sebagai
pembudidaya ikan yang ada di Kota Sibolga pada Selasa, 25 Februari 2025
pukul 14:16 WIB beliau mengatakan bahwa sebagai pembudidaya ikan ia
tidak mengetahui adanya jaminan resiko pembudidaya ikan yang ada saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait
implementasi kebijakan jaminan risiko bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan
usaha pergaraman di Kota Sibolga, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini
telah berjalan, namun belum sepenuhnya efektif. Beberapa kendala utama
yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini adalah: kurangnya
kesadaran dan pengetahuan banyak nelayan dan pembudidaya ikan yang
belum memahami manfaat jaminan risiko pekerjaan serta prosedur
pendaftarannya.

Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi, meskipun
pemerintah telah menyediakan layanan administrasi secara gratis. Hambatan
dalam proses implementasi meskipun pemerintah telah mensosialisasikan
kebijakan ini, beberapa nelayan merasa bahwa proses administrasi dan
manfaat yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Selain itu, ada
pembudidaya ikan yang bahkan tidak mengetahui adanya jaminan risiko yang

tersedia untuk mereka.
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Kesadaran masyarakat yang masih rendah menunjukkan bahwa
sosialisasi yang dilakukan masih belum maksimal. Pemerintah perlu
meningkatkan pendekatan informasi agar nelayan dan pembudidaya ikan
lebih memahami hak dan kewajiban mereka terkait jaminan risiko pekerjaan.
Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan
ini, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan sosialisasi,
memperjelas prosedur administrasi, serta memastikan transparansi dalam
pelaksanaannya agar manfaat dari kebijakan ini dapat dirasakan oleh seluruh
pihak yang berhak.

4.1.2 Pembagian Potensi

Pembagian potensi ini mencangkup pembagian wewenang, tanggung
jawab, dan sumber daya antara pemerintah, pihak asuransi, dan masyarakat
nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha pergaraman yang terlibat dalam
implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Bapak
Faisal Bahar Aritonang selaku Kepala Tim Kerja Kesyahbandaran Pelabuhan
Perikanan Nusantara Sibolga pada Selasa, 25 Februari 2025 pukul 15:39 WIB
beliau mengatakan:

“Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga bekerja sama dengan BPJS
Ketenagakerjaan, dan tim khusus ditugaskan untuk melakukan verifikasi data,
dan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan data diri nelayan adalah langkah
penting dalam memastikan keselamatan dan kepatuhan terhadap regulasi.

Proses ini tidak hanya melindungi nelayan itu sendiri, tetapi juga mendukung
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keberlanjutan dan keamanan sektor perikanan secara keseluruhan”.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Mustafa Sibuea sebagai nelayan
yang ada di Kota Sibolga pada Senin, 24 Februari 2025 pukul 15:12 WIB
beliau mengatakan pembagian potensi jaminan resiko pekerjan antara
nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha pergaraman pasti ada perbedaan,
nelayan lebih banyak resiko yang dihadapinya seperti kondisi cuaca, badai,
ombak, harga minyak, dan harga ikan dipasaran yang tidak stabil,
pembudidaya ikan dan usaha pergaraman mungkin musim penyakit ikan, dan
cuaca itu saja resiko yang dihadapinya.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Zul Hafdzi sebagai
pembudidaya ikan yang ada di Kota Sibolga pada Selasa, 25 Februari 2025
pukul 14:16 WIB beliau mengatakan bahwa kultur pembudi daya ikan
memang seperti petani, cenderung aman-aman saja. Ditambah lagi,
kelompok budi daya di Sibolga ini kan kelompok kecil, sehingga untuk
perlindungannya tidak terlalu dipersoalkan. Budi daya kan lebih ke masalah
produksi, pendapatan masing-masing orang. Kalau bicara soal pendapatan
juga susah, karena tergantung dia budidaya apa dulu. Kalau seperti
kelompok skala kecil kan otomatis pendapatannya kecil atau sedikit.
Kalau dia kelompok tambak intensif, otomatis pendapatannya tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa implementasi
jaminan risiko pekerjaan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga telah
melibatkan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sebagai bagian dari

proses tersebut, tim khusus ditugaskan untuk melakukan verifikasi data dan
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kelengkapan dokumen nelayan guna memastikan keselamatan serta
kepatuhan terhadap regulasi. Langkah ini bertujuan untuk melindungi
nelayan dan mendukung keberlanjutan serta keamanan sektor perikanan.

Selain itu, terdapat perbedaan tingkat risiko yang dihadapi oleh berbagai
kelompok penerima jaminan. Nelayan menghadapi risiko yang lebih besar
dibandingkan pembudidaya ikan dan pelaku usaha pergaraman, terutama
akibat faktor cuaca ekstrem, badai, ombak besar, fluktuasi harga minyak,
serta ketidakstabilan harga ikan di pasar. Sementara itu, pembudidaya ikan
dan pelaku usaha pergaraman lebih banyak menghadapi risiko terkait
penyakit ikan dan kondisi cuaca. Dengan demikian, meskipun kebijakan
jaminan risiko telah diterapkan, perlu adanya penyesuaian perlindungan
berdasarkan tingkat risiko masing-masing sektor agar manfaat yang diberikan
lebih optimal dan tepat sasaran.

4.1.3 Informasi

Informasi adalah hal utama untuk melaksanakan kebijakan, kurangnya
informasi dapat mempengaruhi proses dan hasil kebijakan. Informasi dalam
hal ini meliputi koordinasi, sosialisasi, dan penyuluhan kepada pemerintah
dan masyarakat dalam melaksanakan implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Bapak
Faisal Bahar Aritonang selaku Kepala Tim Kerja Kesyahbandaran Pelabuhan
Perikanan Nusantara Sibolga pada Selasa, 25 Februari 2025 pukul 15:39 WIB
beliau mengatakan:

“Melakukan sosialisasi, tetapi sosialisasi yang dilakukan sesuai dengan
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kebutuhan anggaran yang diberikan pemerintah pusat, sehingga tidak semua
nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha pergaraman dapat mengikuti
sosialisasi dalam jumlah yang banyak. Tetapi kami tetap menginformasikan
kepada masyarakat yang hadir dalam sosialisasi untuk saling memberikan
informasi kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha pergaraman
lainnya”.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Mustafa Sibuea sebagai nelayan
yang ada di Kota Sibolga pada Senin, 24 Februari 2025 pukul 15:12 WIB
beliau mengatakan pernah mengikuti sosialisasi mengenai jaminan resiko
pekerjaan, jelas dan mudah di pahami. Tetapi yang beliau sayangkan tidak
semua nelayan mengetahui jaminan resiko pekerjaan ini, dan belum
mendaftarkan diri dan mengklaim asuransi.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Zul Hafdzi sebagai
pembudidaya ikan yang ada di Kota Sibolga pada Selasa, 25 Februari 2025
pukul 14:16 WIB beliau mengatakan saya tidak mengetahui informasi tentang
jaminan resiko pekerjaan yang di peruntukkan kepada pembudidaya ikan.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi
mengenai jaminan risiko pekerjaan bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan
pelaku usaha pergaraman telah dilakukan oleh Pelabuhan Perikanan
Nusantara Sibolga. Namun, keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat
menyebabkan jumlah peserta yang dapat mengikuti sosialisasi menjadi
terbatas. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengandalkan peserta yang

hadir dalam sosialisasi untuk menyebarkan informasi lebih lanjut kepada
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komunitas mereka.

Dengan demikian, meskipun upaya sosialisasi sudah berjalan,
efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Diperlukan strategi penyebaran
informasi yang lebih luas dan sistematis agar seluruh nelayan, pembudidaya
ikan, dan pelaku usaha pergaraman memahami serta dapat memanfaatkan
jaminan risiko pekerjaan secara optimal.

4.1.4 Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat menjadi salah satu hal yang penting pada proses
implementasi, hal ini disebabkan dukungan masyarakat baik fisik maupun
non-fisik mempengaruhi keberhasilan implementasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Bapak
Faisal Bahar Aritonang selaku Kepala Tim Kerja Kesyahbandaran Pelabuhan
Perikanan Nusantara Sibolga pada Selasa, 25 Februari 2025 pukul 15:39 WIB
beliau mengatakan:

“Masyarakat sangat mendukung penuh dengan adanya jaminan resiko
pekerjaan ini, dari program tersebut nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha
pergaraman bisa mendapatkan hak dan perlindungan dari pemerintah, seperti
nelayan yang sudah mendaftarkan mereka membantu menyebarkan informasi
dan motivasi kepada masyarakat khususnya nelayan dan pembudidaya ikan
lainnya untuk mendaftarkan diri dan mengklaim asuransi BPJS
Ketenagakerjaan”.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Mustafa Sibuea sebagai nelayan

yang ada di Kota Sibolga pada senin, 24 Februari 2025 pukul 15:12 WIB
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beliau mengatakan mendukung penuh karena sangat membantu dan beliau
bersedia berbagi informasi kepada nelayan, pembudidaya ikan lainnya untuk
mendaftarkan diri mereka dan mengklaim asuransi.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Zul Hafdzi sebagai
pembudidaya ikan yang ada di Kota Sibolga pada Selasa, 25 Februari 2025
pukul 14:16 WIB beliau mengatakan saya mendukung adanya kebijakan
tersebut, kalau saya tahu pasti saya mendaftarkan, karena sangat bermanfaat
bagi saya dan pembudidaya ikan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa program
jaminan risiko pekerjaan bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha
pergaraman mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Program ini dinilai
bermanfaat karena memberikan hak dan perlindungan kepada mereka melalui
BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, nelayan dan pembudidaya ikan yang sudah
terdaftar turut berperan aktif dalam menyebarkan informasi dan memberikan
motivasi kepada sesama nelayan serta pembudidaya ikan untuk mendaftarkan
diri dan mengklaim asuransi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran
dan solidaritas di kalangan masyarakat untuk mendukung keberlanjutan
program ini meskipun masih terdapat tantangan dalam penyebarluasan
informasi, partisipasi aktif dari masyarakat dapat menjadi faktor penting
dalam memperluas cakupan dan efektivitas implementasi kebijakan jaminan

risiko pekerjaan.
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4.2 Pembahasan
4.2.1 Isi Kebijakan

Isi kebijakan merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi
implementasi kebijakan seperti Jan Merse dalam Agustin (2024) memegang
peranan penting dalam pengimplementasian kebijakan publik. Isi kebijakan
ini merujuk pada proses bagaimana suatu kebijakan dijalankan, dalam
konteks ini berkaitan dengan jaminan risiko pekerjaan bagi nelayan,
pembudidaya ikan, dan usaha perguraman sesuai dengan Undang-Undang
No. 7 Tahun 2016. Undang-Undang ini pula berisi tentang permasalahan apa
saja yang dihadapi oleh nelayan, sehingga Undang-Undang ini menyatakan
bahwa perlunya perlindungan dan pemberdayaan, tak terkecuali bagi nelayan
dan keluarganya untuk bisa memanfaatkan pengolahan dan pemasaran secara
lebih efisien.

Undang-Undang ini juga dibentuk atas adanya urgensi dalam memenubhi
perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak
garam karena sebelumnya belum ada undang-undang yang secara spesifik
membahas tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya
ikan, dan petambak garam dalam bidang kelutan dan perikanan. Namun,
meskipun kebijakan tersebut sudah ada, masih terdapat tantangan besar, yaitu
kenyataan bahwa banyak masyarakat yang belum memanfaatkan atau
mendaftarkan diri dalam program jaminan risiko pekerjaan yang disediakan

oleh pemerintah.
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Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya
informasi, ketidakpahaman mengenai manfaat program tersebut, atau
mungkin juga kendala administratif yang membatasi akses mereka ke
jaminan tersebut. Oleh karena itu, selain adanya kebijakan yang jelas,
implementasi kebijakan juga membutuhkan upaya lebih lanjut dalam hal
sosialisasi, kemudahan akses, dan penyelesaian masalah-masalah yang
menghalangi masyarakat untuk mendaftarkan diri pada program jaminan
risiko pekerjaan ini.

Terkait dalam penelitian ini yang menjadi rujukannya, penulis
membandingkan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu:

1) lda Lestari Sagala dengan judul Analisis Yuridis Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan
Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya lkan Dan Petambak Garam
Di Kabupaten Jepara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 di
Kabupaten Jepara dan apa kendala serta upaya penyelesaiannya.

Terdapat perbedaan dengan hasil penelitian yang penulis peroleh dari
hasil penelitian ini pelaksanaan Undang-Undang tersebut belum sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dan belum berlaku efektif karena masih baru
dan Kabupaten Jepara sendiri belum pernah memiliki Peraturan Daerah yang
mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya
ikan dan petambak garam. Sedangkan dalam penelitian penulis di Kota

Sibolga sudah berjalan efektif, namun belum semua nelayan, pembudidaya
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ikan, dan usaha pergaraman mengerti tujuan dan manfaat kebijakan tersebut.
4.2.2 Pembagian Potensi

Salah satu indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan
menurut Jan Merse dalam Agustin (2024) yaitu indikator pembagian potensi
yang pada dasarnya merupakan hal yang berkaitan dengan kinerja dan
koordinasi yang intens anatara pelaku dari pihak pemerintah, swasta maupun
masyarakat. Pembagian potensi ini mencangkup pembagian wewenang,
tanggung jawab, dan sumber daya antara pemerintah, pihak asuransi, dan
masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha pergaraman yang terlibat
dalam implementasi kebijakan.

Dalam implementasi kebijakan ini, terdapat kerja sama antara Pelabuhan
Perikanan Nusantara Sibolga dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam
melakukan verifikasi data nelayan. Namun, terdapat perbedaan tingkat risiko
di antara kelompok penerima manfaat. Nelayan memiliki tingkat risiko yang
lebih tinggi dibandingkan pembudidaya ikan dan pelaku usaha pergaraman
akibat faktor cuaca ekstrem, fluktuasi harga minyak, serta ketidakstabilan
harga ikan di pasar. Sementara itu, pembudidaya ikan dan pelaku usaha
pergaraman lebih menghadapi risiko terkait penyakit ikan dan kondisi cuaca.
Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian perlindungan berdasarkan tingkat
risiko masing-masing sektor agar manfaat yang diberikan lebih optimal dan
tepat sasaran.

Terkait dalam penelitian ini yang menjadi rujukannya, penulis

membandingkan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu:
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1) Riski Ramadhan Rambe dengan judul Implementasi Undang-Undang
No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan
Pembudi Daya lkan Dan Petambak Garam Oleh Pemerintah Kota
Medan Terhadap Nelayan Tradisional Di Kelurahan Belawan 1
Kecamatan Medan Belawan. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui
Bagaimana Implementasi undang-undang Nomor 7 Tahun 2016
tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Petambak garam
dan pembudidaya ikan yang dilakukan oleh pemerintah kota medan
dengan dinas terkait yaitu dinas pertanian dan perikanan kota medan.
Terdapat perbedaan dengan hasil penelitian yang penulis peroleh yaitu
implementasi kebijakan di Medan lebih berfokus pada perlindungan dan
pemberdayaan nelayan secara umum, tetapi belum optimal karena
keterbatasan sumber daya dan birokrasi. Sementara itu, implementasi di
Sibolga lebih terstruktur melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan,
namun masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesadaran nelayan
serta memastikan perlindungan sesuai tingkat risiko masing-masing sektor.
4.2.3 Informasi
Informasi sangat menentukan pencapaian tuujuan dari pelaksanaan,
pelaksanaan yang efektif maka harus bertanggung jawab terhadap
implementasi sebuah kebijakan, harus mengetahui apa yang harus
dilakukannya. Dengan adanya koordinasi dari pihak pemerintah atas
keberlanjutan pelaksanaan jaminan resiko nelayan, pembudidaya ikan, dan

usaha pergaraman, pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga melakukan
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berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah sosialisasi dan peningkatan
kapasitas nelayan melalui lembaga-lembaga yang ada di komunitas nelayan.

Selain itu, pendekatan budaya juga dilakukan dengan melibatkan tokoh
masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat asuransi. Langkah
ini bertujuan untuk mengubah pandangan tabu yang berkembang di kalangan
nelayan agar mereka lebih mendukung program asuransi sebagai bentuk
perlindungan yang bermanfaat bagi keberlangsungan usaha mereka. Namun,
sosialisasi yang dilakukan masih terbatas oleh anggaran yang diberikan
pemerintah dan kapasitas pelaksanaannya yang kecil. Akibatnya, tidak semua
masyarakat nelayan dapat mengikuti kegiatan ini, sehingga masih diperlukan
upaya lebih lanjut untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan memastikan
seluruh nelayan mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Terkait dalam penelitian ini yang menjadi rujukannya, penulis
membandingkan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu:

(1) Ira Dwi Hastuti dengan judul Implementasi Kebijakan
Penyelenggaraan Kartu Asuransi Nelayan Di Dinas Pertanian Dan
Perikanan Kota Medan. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat
bagaimana Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kartu Asuransi
Nelayan Di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan.

Terdapat perbedaan dalam penelitian ini Pelaksanaan program kartu nelayan
di Medan lebih efektif karena komunikasi yang baik antara instansi
pemerintah dan masyarakat, sehingga program dapat diterapkan secara

menyeluruh. Sementara itu, sosialisasi jaminan risiko pekerjaan di Sibolga
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masih menghadapi kendala dalam jangkauan karena keterbatasan anggaran,
sehingga masih banyak nelayan yang belum memahami dan memanfaatkan
program tersebut.
4.2.4 Dukungan Masyarakat
Indikator lain yang berdampak terhadap implementasi undang-undang
tersebut menurut Jan Merse dalam Agustin (2024) adalah dukungan
masyarakat. Pemaparan ini berfokus pada bagaimana masyarakat terlibat
dalam pengambilan kebijakan. Peran daerah dalam mendukung kebijakan
nasional sangat penting terutama daerah-daerah sentra penangkapan ikan
komoditas unggulan pembangunan infrastruktur, jaringan telekomonikasi,
sosialisasi mengenai pentingnya jaminan resiko usaha dan jaminan dan
pendampingan hukum bagi nelayan apabila mendapatkan masalah hukum di
daerah perlu lebih ditingkatkan yang didukung SKPD terkait dalam upaya
mengimplementasikan. Undang-Undang perlindungan nelayan dalam rangka
berkelanjutannya usaha penangkapan ikan tetap berkesinambungan sehingga
nelayan mendapatkan perlindungan dalam berusaha dalam bidang
penangkapan ikan.
Terkait dalam penelitian ini yang menjadi rujukannya, penulis
membandingkan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu:
1) Nurul IThwanul Iman dengan Judul Implementasi Kebijakan Premi
Asuransi Nelayan Di Kelurahan Sapolohe Kecamatan Kabupaten
Bulukumba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi

kebijakan tentang Premi Asuransi Nelayan. Pada indikator dukungan
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masyarakat dapat disimpulkan bahwa dari kebijakan ini masyarakat
sangat mendukung dan berpatisipasi penuh dalam menerima
kebijakan tentang adanya Bantuan Premi Asuransi Nelayan.
Terdapat perbedaan dalam penelitian ini pada indikator dukungan
masyarakat dapat disimpulkan bahwa dari kebijakan ini masyarakat sangat
mendukung dan berpatisipasi penuh dalam menerima kebijakan tentang
adanya Bantuan Premi Asuransi Nelayan. Sedangkan dari hasil wawancara
penulis dukungan masyarakat di Kota Sibolga mendukung tetapi belum
semua terlibat dalam mendaftarkan diri dan mengklaim asuransi jaminan

resiko tersebut.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil uraian pada bab hasil dan pembahasan, maka dapat

disimpulkan bahwa implementasi kebijakan jaminan resiko penangkapan ikan,

pembudidaya ikan, dan usaha pergaraman di Kota Sibolga sudah terealisasikan

sesuai denga napa yang ditetapkan, namu masih terdapat hambatan yang ditemukan.

Hal ini dapat dilihat dari indikator berikut:

1.

Isi kebijakan: Implementasi kebijakan ini telah berjalan, namun belum
sepenuhnya efektif. Masih terdapat kendala seperti kurangnya kesadaran dan
pengetahuan nelayan serta pembudidaya ikan mengenai jaminan risiko
pekerjaan. Banyak di antara mereka yang belum memahami manfaat dan
prosedur pendaftaran program ini, meskipun pemerintah telah menyediakan
layanan administrasi secara gratis. Selain itu, terdapat keluhan mengenai
ketidaksesuaian antara prosedur yang dijanjikan pemerintah dengan kenyataan
di lapangan. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi dan transparansi dalam
pelaksanaan kebijakan sangat diperlukan.

Pembagian Potensi: Dalam implementasi kebijakan ini, terdapat kerja sama
antara Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga dengan BPJS Ketenagakerjaan
dalam melakukan verifikasi data nelayan. Namun, terdapat perbedaan tingkat
risiko di antara kelompok penerima manfaat. Nelayan memiliki tingkat risiko

yang lebih tinggi dibandingkan pembudidaya ikan dan pelaku usaha

47
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pergaraman akibat faktor cuaca ekstrem, fluktuasi harga minyak, serta
ketidakstabilan harga ikan di pasar. Sementara itu, pembudidaya ikan dan
pelaku usaha pergaraman lebih menghadapi risiko terkait penyakit ikan dan
kondisi cuaca. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian perlindungan
berdasarkan tingkat risiko masing-masing sektor agar manfaat yang diberikan
lebih optimal dan tepat sasaran.

Informasi: Sosialisasi mengenai jaminan risiko pekerjaan telah dilakukan,
namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan anggaran
menyebabkan jumlah peserta sosialisasi terbatas, sehingga tidak semua nelayan
mendapatkan informasi yang memadai. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah
mengandalkan peserta yang hadir dalam sosialisasi untuk menyebarkan
informasi lebih lanjut kepada komunitas mereka. Namun, masih banyak
nelayan yang belum mengetahui program ini, belum mendaftarkan diri, atau
belum mengklaim asuransi yang seharusnya mereka dapatkan. Oleh karena itu,
diperlukan strategi penyebaran informasi yang lebih luas dan sistematis agar
seluruh nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pergaraman dapat
memahami serta memanfaatkan jaminan risiko pekerjaan secara optimal.
Dukungan Masyarakat: Program jaminan risiko pekerjaan bagi nelayan,
pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pergaraman mendapat dukungan penuh
dari masyarakat karena dianggap sangat membantu dalam memberikan hak dan
perlindungan kepada mereka melalui BPJS Ketenagakerjaan. Nelayan yang
telah terdaftar turut aktif menyebarkan informasi dan memberikan motivasi

kepada sesama nelayan serta pembudidaya ikan untuk mendaftar dan
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mengklaim asuransi. Kesadaran dan solidaritas masyarakat menjadi faktor
penting dalam memperluas cakupan dan efektivitas implementasi kebijakan
ini. Tetapi belum semua terlibat dalam mendaftarkan diri dan mengklaim

asuransi jaminan resiko tersebut.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran yang dibutuhkan
berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Mengenai Implementasi Kebijakan
Jaminan Resiko Penangkapan Ikan, Pembudidaya Ikan, Dan Usaha Pergaraman Di

Kota Sibolga yaitu:

1. Saran untuk Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga: Meningkatkan
Sosialisasi dan Edukasi menggunakan berbagai media seperti radio, media
sosial, dan pamflet untuk menyebarkan informasi terkait jaminan risiko
pekerjaan. Mengadakan program penyuluhan rutin di daerah-daerah pesisir
agar seluruh nelayan dan pembudidaya ikan memahami hak dan manfaat
jaminan risiko pekerjaan.

2. Diharapkan masyarakat nelayan agar lebih memahami apa yang diinginkan
pemerintah dengan rajin mengikuti penyuluhan pada saat pemerintah hadir
ditengah masyarakat sehingga masyarakat selalu update dan tidak ketinggalan

informasi agar apabila ada realisasi bantuan dapat terkoordinir semua.
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PEDOMAN WAWANCARA

snnr:rwmaw M

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN RESIKO PENANGKAPAN IKAN,

PEMBUDIDAYA IKAN, DAN USAHA PERGARAMAN DI KOTA SIBOLGA

IDENTITAS PENELITI
Nama : Tiara Nanda Utami
Npm 12103100013

IDENTITAS RESPONDEN
a, Nama
b, Umur
c. Alamat
d. Jabatan
VARIABEL PENELITIAN
a. Isi Kebijakan
I. Bagaimana implementasi kebijakan jaminan resiko penangkapan ikan, pembudidaya
ikan, dan usaha pergaraman di Kota Sibolga?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam menjalankan kebijakan jaminan resiko
penangkapan ikan, pembudidaya ikan, dan usaha pergaraman di Kota Sibolga?
b. Pembagian Potensi
1. Bagaimana PPN Sibolga membagi sumber daya ataupun tugas dalam

mengimplemetasikan program bantuan premi asuransi nelayan (BPAN)?



2. Apakah ada perbedaan jaminan resiko yang diterima nelayan, pembudidaya ikan, dan
usaha pergaraman di Kota Sibolga?
¢. Informasi
1. Bagaimana upaya PPN Sibolga dalam memberikan informasi kepada nelayan,
pembudidaya ikan, dan usaha pergaraman di Kota Sibolga?
2. Apakah dinas melakukan evaluasi secara berkala tentang jaminan resiko termasuk
klaim dan kelihan khususnya nelayan?
d. Dukungan masyarakat
|. Bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan
jaminan resiko penangkapan ikan, pembudiaya ikan, dan usaha pergaraman di Kota
Sibolga?

2. Bagaimana respon masyarakat dalam mendukung jaminan resiko tersebut?



PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN RESIKO PENANGKAPAN IKAN,

PEMBUDIDAYA IKAN, DAN USAHA PERGARAMAN DI KOTA SIBOLGA

1. IDENTITAS PENELITI
Nama : Tiara Nanda Utami
Npm 22103100013

2. IDENTITAS RESPONDEN
a. Nama
b, Umur
c. Alamat
d. Jabatan
3. VARIABEL PENELITIAN
a. Isi Kebijakan
1. Sebagai nelayan/pembudidaya ikan, resiko apa saja yang sering bapak alami dalam
menjalankan pekerjaan sehari-hari?
2. Apa Bapak mengetahui tentang jaminan resiko pekerjaan bagi nelayan/pembudidaya
ikan?
3, Ragaimana pandangan  Bapak mengenai  efektivitas  jaminan resiko

nelayan/pembudidayaan ikan di Kota Sibolga?



b. Pembagian Potensi

!\)

Sebagai nelayan/pembudidaya ikan sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk
mendukung pekerjaan sehari-hari?
Apakah Bapak merasa sumber daya yang diberikan pemerintah sesuai dengan apaa

yang diharapkan?

. Apakah ada perbedaan jaminan resiko yang diterima nelayan, pembudidaya ikan, dan

usaha pergaraman di Kota Sibolga?

¢. Informasi

i

3

Dari mana Bapak mendapatkan informasi tentang jaminan resiko pekerjaan? Apakah
dari pemerintah langusung? Atau dari pembudidaya ikan lainnya?

Apakah Bapak pernah mengikuti sosialisasi yang diadakan Pelabuhan Perikanan
Nusantara Sibolga?

Apakah semua nelayan mengerti dan paham proses klaim asuransui?

d. Dukungan masyarakat

1.

Apakah Bapak sudah mendaftarkan diri  dan mengklaim asuransi BPJS
Ketenagakerjaan?

Apakah Bapak mendukung adanya program jaminan resiko pekerjaan dari
pemerintah?

Apakah Bapak bersedia berbagi informasi kepada pembudidaya ikan lainnya tentang

informasi jaminan resiko pekerjaan yang bapak dapatkan?
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Nomor : 520/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025 Medan, 21 Sya’ban 1446 H
Lampiran : -- 20 Februari 2025 M
Hal : Mohon Diberikan izin

Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kota Sibolga
di-
Tempat.

Bissmillahirahmanirrahim
Assalamu’alaikum Wr. Wb

TeﬁﬁngsahmsemogaBapakllbudalmnkmdaansehﬂwal’aﬁatsemsuksmdalam
menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon
kimnyaBapakllbuberkenanmembenhnin'npeneﬁﬁmkepadanmhasiswaknmidi
Pelabuhan Perikanan Nusantara Kota Sibolga, atas nama :

Nama mahasiswa : TIARA NANDA UTAMI

NPM : 2103100013

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025

Judul Tugas Akhir Mahasiswa : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN
RESIKO PENANGKAPAN IKAN,

PEMBUDIDAYA IKAN DAN USAHA
PERGARAMAN DI KOTA SIBOLGA

Mihmkanﬁsampailmmams@aﬁandankesediamyamembaikmizinpemliﬁan
diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu “alaikum wr. wb.
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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO, PONDOK BATU, KECAMATAN SARUDIK,
KABUPATEN TAPANULI TENGAH, PROVINSI SUMATERA UTARA 22616
TELEPON (0631) 22129, FAKSIMILE (0631) 22129
LAMAN www.kkp.go.id, SUREL ppn.sibolga@kkp.go.id

Nomor : B.718/PPN.SBG/KP.510/11/2025 25 Februari 2025
Sifat : Biasa

Lampiran -

Hal : Persetujuan izin penelitian

Yth. Dekan Fakultas llmu Sosial dan limu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas [Imu Sosial dan limu Politik Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 520/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025 tanggal
20 Februari 2025, perihal Mohon diberikan Izin Penelitian Mahasiswa. pada prinsipnya
kami memberikan ijin untuk melaksanakan Penelitian di Pelabuhan Perikanan
Nusantara Sibolga bagi Mahasiswa/i atas nama :

Nama : Tiara Nanda Utami
NPM : 2103100013
Program Studi : llmu Administrasi Publik

Dalam Melaksanakan kegiatan Penelitian di Pelabuhan Perikanan Nusantara
Sibolga diharapkan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mahasiswa/i yang bersangkutan selama melaksanakan penelitian harus
mentaati segala peraturan dan disiplin yang ada di Pelabuhan Perikanan
Nusantara Sibolga;

2. Bagi Mahasiswa/i yang akan melaksanakan penelitian di Pelabuhan Perikanan
Nusantara Sibolga harus dalam keadaan sehat dibuktikan dengan Surat
Keterangan Sehat dari Rumah Sakit/Puskesmas setempat;

3. Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga tidak menyediakan pemondokan dan
konsumsi selama melaksanakan penelitian.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Sibolga,

. Ditandatangani
: Secara Elektronik

Makkasau

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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